ANALISIS PROSEDUR PELAYANAN PENGURUSAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PADA KANTOR SAMSAT PEKANBARU SELATAN 





GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 
4.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Provinsi Riau 
 Berdasarkan buku profil Dinas Pendapatan Provinsi Riau. Sejarah Unit 
Pelaksana Teknis Pendapatan Pekanbaru Selatan, Dinas Pendapatan Provinsi Riau 
dimulai dari sejarah terbentuknya Dinas induk, yaitu Dinas Pendapatan (Dispenda) 
Provinsi Riau. Semula Dinas Pendapatan Provinsi Riau Bernama Dinas Pajak Dan 
Pendapatan Daerah Provinsi Riau, yang dibentuk berdasarkan surat keputusan 
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor Kpts : 29/I/1974 tanggal 13 januari 
1974. Sejalan dengan perkembangan keadaan dan untuk meningkatkan 
penyelenggaraan pumungutan paak daerah secara berdaya guna dan berhasil guna 
dalam rangka pelaksanaan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 
tentang pokok-pokok pemerintah di Daerah, maka ditetapkan pembentukan susunan 
organisasi dan tata Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Riau dan peraturan Daerah 
Tingkat I Riau Nomor 5 tahun 1974 yang disahkan oleh mentri Dalam Negeri dengan 
surat keputusan NOmor PEM.061.341.24/127 tanggal 12 april 1980, dengan 
berpedoman kepada surat keputusan mentri dalam negeri nomor KUPD 7/739-29 
tanggal 31 maret 1978 tentang pembentukan Organisasi dan tata kerja Dinas 
Pendaptan Daerah Tingkat I Riau dan Surat Edaran Mentri Dalam Negeri Nomor 





Nomor KUPD 7/34/26 tanggal 31 Maret 1978 dan pelaksanaan diatur dalam surat 
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor Kpts.268/XI/1980 tanggal 
27 November 1980. 
4.2 Struktur Organisasi 
 Dinas Pendapatan Provinsi Riau adalah dinas yang menjadi aparat pelaksana 
pemerintah daerah sebagai yang telah ditetapkan dalam pasal 49 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah yang 
kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah 
Daerah dan Terkhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang 
Pemerintah Daerah. 
 Dalam Meningkatkan Peranan Dinas Pendapatan Provinsi Riau, di upayakan 
dan diusahankan kearah penyempurna organisasi setiap tahunnya secara terus 
menerus,untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan pelayanan publik wajib 
pajak di daerah kabupaten/kota dalan lingkup wilayah Pendapatan Daerah  Dispenda 
Provinsi Riau dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau 
Nomor 37/II/1982 tanggal 18 Februari 2003 dan peraturan pemerintah Provinsi Riau 
Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembantukan Kantor Pendapatan Daerah dan Pos 
Pelayanan Pendapatan Daerah Dispenda Provinsi Riau Sebagai berikut: 
a. Kantor pendapatan daerah dinas pendapatan provinsi riau pekanbaru selatan 
berkedudukan di pekanbaru dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah 
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kecamatan bukit raya, tampan, Marpoyan Damai, Tenayan Raya, dan 
Kecamatan Payung sekaki. 
b. Pekanbaru kota berkedudukan di pekanbaru dengan wilayah kerja meliputi 
seluruh wilayah kecamatan pekanbaru kota, sail, sukajadi, senapelan, dan 
kecamatan lima puluh. 
c. Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendaptan Provinsi Riau Kabupaten 
Kampar berkedudukan di Bangkinang, dengan wilayah kerja meliputi seluruh 
wilayah Kecamatan Kabupaten Kampar. 
d. Kantor Pendaptan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kabupaten 
Indragiri Hulu berkedudukan di Rengat, dengan wilayah kerja meliputi 
seluruh wilayah Kecamatan Rengat, Rengat Barat, Siberda, Batang Cenaku, 
dan Batang Gansal. 
e. Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kabupaten 
Indragiri Hilir berkdudukan di Tembilahan, dengan wilayah kerja meliputi 
suluruh wilayah Kecamatan Tembilahan, Tembilahan Hulu, Tempuling Hulu, 
Tempuling, Kuala Indragiri, Kuala Enok, Batang Tuaka, Gaung dan Gaung 
Anak Serka. 
f. Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kabupaten 
Dumai berkedudukan di Bangkinang, dengan wilayah kerja meliputi seluruh 
wilayah kota Dumai. 
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g. Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kabupaten 
Pelalawan berkedudukan di Pangkalan Kerinci, dengan wilayah kerja meliputi 
seluruh wilayah Kabupaten Pelalawan. 
h. Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kabupaten Rokan 
Hulu berkedudukan di Pasir Pengaraian, dengan wilayah kerja meliputi 
seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hulu. 
i. Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kabupaten Rokan 
Hilir berkedudukan di Bagan Siapi-api, dengan wilayah kerja meliputi seluruh 
Kabupaten Bangko, Sinoboi, Kubu, Pasir Limo Kapas dan Batu Amar. 
j. Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kabupaten 
Kuantan Singingi berkedudukan di Taluk Kuantan, dengan wilayah kerja 
meliputi seluruh wilayah, Kabupaten Kuantan Singing. 
k. Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kabupaten 
Bengkalis berkedudukan di Bengkalis, dengan wilayah kerja meliputi seluruh 
wilayah kecamatan Bengkalis. 
l. Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kabupaten Siak 
berkedudukan di Siak Sri Indrapura, dengan wilayah kerja meliputi seluruh 
wilayah Kabupaten Siak. 
m. Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendaptan PRovinsi Riau Kabupaten 
Meranti berkedudukan di Selat Panjang, dengan wilayah kerja meliputi 
seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Meranti. 
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Sedangkan pos pelayanan pendapatan daerah dipenda provinsi rau berkedudukan 
yaitu: 
a. Pos Pelayanan Pendaptan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kecamatan 
Tebing Tinggi berkedudukan di Selat Panjang dengan wilayah kerja meliputi 
seluruh wilayah Kecamatan Tebing Tinggi, Tening Tinggi Barat, Rangsang 
dan Merbau. 
b. Pos Pelayanan Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinisi Riau 
Kecamatan Keteman berkedudukan di Sungai Guntung denga wilayah kerja 
meliputi seluruh wilayah Kecamatan Keteman, Khairiah Mandah, Pelangeran, 
Teluk Belengkong dan Pulau Burung Serta Ganging dan Gaung Anak Serka. 
c. Pos Pelayanan Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau 
Kecamatan Bagan Sinambah berkedudukan di Bagan Batu dengan wilayah 
kerja meliputi seluruh wilayah Kecamtan Bagan Sinambah dan Simpang 
Kanan. 
d. Pos Pelayanan Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau 
Kecamatan Reteh berkedudukan di Pulau Kijang dengan wilayah kerja 
meliputi seluruh wilayah Reteh, Keritang, dan Kemuning. 
e. Pos pelayanan Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau 
Kecamatan Pekanbaru Utara berkedudukan di Rumbai dengan wilayah kerja 
meliputi seluruh wilayah Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir. 
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f. Pos Pelayanan Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau 
Kecamatan Pasir Penyu berkedudukan di Air Molek dengan wilayah kerja 
meliputi seluruh wilayah Kecamatan Pasir Penyu, Sungai Lalak, Kelayang, 
lirik dan Peranap. 
g. Pos Pelayanan Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau 
Kecamatan Siak Hulu bekedudukan di Kubang dengan wilayah kerja meliputi 
seluruh wilayah Kecamatan Siak Hulu, Kampar Kiri, Kampar Kiri Hulu, 
Kampar Kiri Hilir. 
h. Pos Pelayanan Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau 
Kecamatan Tanah Putih berkedudukan di Ujung Tanjung dengan wilayah 
kerja meliputi seluruh wilayah Kecamatan Tanah Putih dan Rimba Melintang. 
i. Pos Pelayanan Pendapatan Daerah Dinas Pendaptan Provinsi Riau Kecamatan 
Pembantu Tualang berkedudukan di Perawang dengan wilayah kerja meliputi 
seluruh wilayah Kecamatan Minas, Lubuk Dalam, Kerinci Kanan, Kota 
Gasib, Tualang, Kandis, dan Sungai Mandau. 
Dengan demikian, maka jumlah Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Riau pada 
masa itu terdiri : 
a. 1 (satu) Kantor Pusat yang berkedudukan di pekanbaru 
b. 2 (dua) Kantor yang berkedudukan di pekanbaru 




d. 9 (Sembilan) Pos Pelayanan yang berkedudukan di Kecamtan-Kecamatan 
yang jauh dari jangkauan kantor cabang. 
Pada tahun 2001 merupakan awal dicanangkan Otonomi Daerah, sebagai 
perwujudan dari UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah di daerah dan UU 
Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, telah menjadi 
perubahan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintah yang ditandai dengan 
kewenangan yang lebih luas diberikan kepada daerah dalam mengurus dan 
melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah. Hal ini dapat dilihat 
dengan diberikannya kebebasan bagi daerah untuk menggali berbagai sumber-sumber 
potensi yang ada didalam wilayah dan dimanfaatkan untuk pembangunan, 
pengembangan dan kemajuan daerah itu sendiri. 
Terbitnya UU Nomor 32 tahung 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 22 
tahun 1999 tentang pemerintah daerah kembali membawa perubahan terhadap 
struktur organisasi pemerintah daerah. Dengan demikian pula dengan struktur dinas 
pendapatan provinsi riau yang ditetapkan dengan peraturan daerah Nomor 44 tahung 
2008 tentang pembentukan struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan 
pemerintah provinsi riau, dan kemudian ditetapkan tugasnya dengan peraturan daerah 





4.3 Tugas Poko dan Fungsi 
 Dinas Pendapatan Provinsi Riau adalah satuan kerja pemerintah Provinsi Riau 
yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pemungutan dan penerimaan pajak daerah 
Provinsi Riau, yaitu pelayanan pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama 
kendaraan bermotor, pajak kendaraan angkutan di atas air, dan pajak air bawah tanah. 
Berdasarkan peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 39 tahun 2009, maka tugas dan 
fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Riau antara lain: 
a. Merumuskan kebijakan pemerintah riau di bidang pendapatan 
b. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyerasikan 
kebijakan dalam kegiatan di bidang pendapatan 
c. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan 
dibidang pendapatan dalam rangka meningkatkan pendapatan 
d. Menyusun konsep rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 
dibidang Pendapatan 
e. Mengatur relokasi pendapatan asli daerah (PAD) yang terkosentrasi pada 
kabupaten/kota tertentu untuk keseimbangan penyelenggaraan pembangunan 
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
f. Menetapkan target pendapatan dan melekasanakan upaya pencapaian target 
yang ditetapkan 




h. Melakukan intensufikasi dan ekstensifikasi pendapatan 
i. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang pendapatan 
j. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis dibidang pendapatan  
k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur 
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi diatas dinas pendapatan provinsi riau 
juga dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Unit Pelayanan (UP) pendapatan 
terdiri dari : 
a. UPT pendapatan pekanbaru kota Dipenda Provinsi Riau 
b. UPT pendapatan Pekanbaru Selatan Dipenda Provinsi Riau 
c. UPT pendapatan Kabupaten Kampar Dipenda Provinsi Riau 
d. UPT pendapatan Kabupaten Indragiri Hulu Dipenda Provinsi Riau 
e. UPT pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir Dipenda Provinsi Riau 
f. UPT pendapatan Kota Dumai Dipenda Provinsi Riau 
g. UPT pendapatan Kabupaten Pelalawan Dipenda Provinsi Riau 
h. UPt pendapatan Kabupaten Rokan Hulu Dipenda Provinsi Riau 
i. UPT pendapatan Kabupaten Rokan Hilir Dipenda Provinsi Riau 
j. UPT pendapatan Kabupaten Kuantan Sengingi Dipenda Provinsi Riau 
k. UPT pendapatan Kabupaten Bengkalis Dipenda Provinsi Riau 
l. UPT pendapatan Kabupaten Siak Dipenda Provinsi Riau 
m. UPT pendapatan Kabupaten Duri Dipenda Provinsi Riau 
n. UPT pendapatan Kabupaten Bagan Batu Dipenda Provinsi Riau 
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Unit pelayanan (UP) pendapatan Dinas Provinsi Riau yang terdiri dari : 
a. UP Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kecamatan Tebing 
Tinggi berkedudukan di Selat Panjang 
b. UP Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kecamatan Reteh 
berkedudukan di Pulau Kijang 
c. UP Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Pekanbaru Utara 
Berkedudukan di Rumbai 
d. UP Pendapatan Daearah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kecamatan Pasir 
Penyu berkedudukan di Air Molek 
e. UP Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kecamatan Siak 
Hulu berkedudukan di Kubang 
f. UP Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kecamatan Tanah 
Putih berkedudukan di Ujung Tanjung 
g. UP Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kecamatan Pembantu 
Tualang Berkedudukan di Perawang. 
Aparatur Dinas Pendapatan Provinsi Riau adalah Pegawai Negeri Sipil yang ada 
dilingkungan pemerintah Provinsi Riau yang mempunyai tugas dalam pemungutan 
dan penerimaan pajak daerah di provinsi riau. Hal tersebut telah diatur dalam 
peraturan darah provinsi riau Nomor 39 tahun 2009 tentang pembentukan susunan 
organisasi dan tata kerja dinas pendapatan provinsi riau. 
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Dalam menjalankan tugas poko dan fungsi diatas dinas pendapatan provinsi riau 
juga dibentuk unit pelaksana teknis (UPT) dan unit pelayanan (UP) pendapatan 
daerah yang pembentuknya berdasarkan peraturan Gubernur Riau Nomor 39 tahun 
2009 tentang pembentukan unit pelaksana teknis (UPT) dan unit pelayanan (UP) 
pendapatan daerah pendapatan provinsi riau. 
4.4 Sejarah dab Dasar Hukum Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap 
(SAMSAT) 
 Samsat merupakan singkatan dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap 
atau dalam bahasa inggris “One Roof System” yang dapat diartikan sebagai suatu 
sistem administrasi yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung, dan 
dibentuk guna memperlancarkan serta mempercepat pelayanan kepentingan 
masyarakat. Semisal dalam pengurusan dokumen atau pembayaran pajak kendaraan 
bermotor (PKB). 
 Di Indonesia, samsat merupakan suatu sistem kerja sama secara terpadu antara 
Dinas Pendapatan Provinsi, Polri, dan PT Jasa Raharja (persero) dalam pelayanannya 
untuk penerbitan surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan tanda nomor kendaraan 
bermotor (Plat Nomor). Kegiatan tersebut dikaitakan dengan pemasukan uang ke kas 
negara baik melalui pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan 
bermotor, maupun sumbangan waib dana kecelakan lalu lintas jalan (SWDKLLJ). 
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Pelaksanaan dari kegiatan ini dilaksanakan dalam satu kantor yang biasa disebut 
dengan “Kantor Bersama Samsat”. 
 Dalam hal ini, masing-masing instansi memiliki fungsi sebagai berikut: 
1. Polri memiliki fungsi menerbitkan STNK. 
2. Dinas Pendapatan Provinsi memiliki fungsi menetapkan besarnya pajak 
kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-
KB). 
3. PT Jasa Raharja memiliki fungsi untuk mengelola sumbangan wajib dana 
kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ). 
Samsat terdapat dimasing-masing provinsi dan memiliki unit pelayana disetiap 
kabupaten/kota di seluruh Indonesia. 
Sebelum Tahun 1974 
 Proses perpanjangan STNK menghabiskan waktu cukup lama dikarenakan 
harus mendatangi tiga kantor, yaitu ke kantor pajak untuk membayr pajak kendaraan 
bermotor (PKB), hari berikut kekantor asuransi jasa raharja untuk membayar 
sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ), dan terakhir harus 
mendatangi kantor polisi lalu lintas untuk memperoleh STNK. Masing-masing kantor 




Tahun 1974 s/d 1976 
 Dilakukan ujicoba pembentukan samsat dipolda metro jaya dengan tujuan 
agar registrasi dan identifikasi forensic ranmor serta data pengemudi menjadi lebih 
akurat juga memberi kemudahan pelayanan kepada masyarakat. 
Tahun 1976 s/d 1988 
 Konsep samsat mulai diberlakukan di seluruh Indonesia bersama polri, PT 
jasa raharja (persero), dan Dinas Pendapatan Provinsi dengan mengacu pada INBERS 
3 Mentri, Menhankam, Menkeu, dan Mendagri No. Pol. KEP/13/XII/1976, No. KEP-
1693/MK/IV/12/1976, 311 TAHUN 1976. Walau demikian, belum ada 
penyederhanaan dokumen karena masih diperlukan tanda bukti dari masing-masing 
instansi untuk setiap pelunasan kewajiban di SAMSAT. 
Tahun 1988 s/d 1993 
 Dilakukan penyederhanaan dokumen, berdasarkan INBERS, Menhankam, 
Menkeu dan Mendagri No.INS/03/X/1988, No. 5/IMK.013/1988, No. 13 A Tahun 
1988, antara lain: 




2. Tanda pelunasan pembayaran SWDKLLJ PT Jasa Raharja (persero) yang 
tercantum dalam STNK/STCK berlaku sebagai pengganti Polis Asuransi 
(sertifikat). 
Tahun 1993 s/d 1999 
 Berdasarkan INBERS panglima angkatan bersenjata, Menkeu dan Mendagri 
No. INS/02/II/1993, No. 01/IMK.01/1993, No.2A tahun 1993, diberlakukan revisi 
masa berlaku STNK dan TNKB dari 1 tahun menjadi 5 tahun, namun harus dilakukan 
pengesahan STNK disetiap tahun. Selain itu juga mekanisme perpanjangan STNK 
dibentuk 5 pokja (loket) untuk pelayanan. 
Tahun 1999 Hingga Sekarang 
 Berdasarkan INBERS Menhankam, Menkeu dan Mendagri No. Pol. 
INS/03/M/X/1999, No 6/IMK.014/1999, No. 29 Tahun 1999 menetapkan 
penyempurnaan dan penyederhanaan sistem operasi pelayanan dari  5 loket menjadi 2 
loket. Dan juga pembayaran SWDKLLJ yang tercantum pada surat ketetapan pajak 
daerah (SKPD) berfungsi sebagai pengganti sertifikat (polis asuransi). Tanda 
pelunasan dan pengesahan digabung dengan SKPD yang sudah divalidasi cash regiter 
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